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Tanggungjawab
Tenaga Medis

dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan

Dalam era Kesehatan 4.0, kecerdasan buatan (Artificial
Intelligence) bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang
hadir di tengah pelayanan medis. Kecerdasan buatan
menawarkan peluang untuk pelayanan medis yang lebih efektif,
lebih cepat, dan lebih presisi, tapi sekaligus membawa tantangan
baru tentang tanggung jawab profesional, hukum, dan etika.

Buku “Tanggung Jawab Tenaga Medis dalam Penggunaan
Kecerdasan Buatan” hadir sebagai panduan komprehensif yang
mengupas tuntas secara sistematis konsep dasar dan regulasi
penggunaan kecerdasan buatan dalam layanan medis, hak dan
kewajiban tenaga medis serta pasien, perspektif etika medis
dalam penggunaan teknologi terkini, hingga bentuk tanggung
jawab dan sanksi hukum bila terjadi pelanggaran. Buku ini disusun
berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan kurikulum terkini G
oleh ahli hukum dan etika medis dari Universitas Surabaya. Buku
ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa hukum dan kedokteran,
tetapi juga menjadi referensi penting bagi praktisi, regulator, dan
akademisi yang ingin memahami dinamika hubungan manusia
teknologi dalam konteks tanggung jawab profesional di bidang
medis yang beretika.
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“Kedokteran tanpa teknologi kehilangan daya
geraknya, tetapi kedokteran berteknologi tanpa etika
dan hukum, kehilangan arah tujuannya”
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KATA PENGANTAR

Tiada kata selain puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas terbitnya buku ajar: “Tanggung Jawab Tenaga Medis dalam
Penggunaan Kecerdasan Buatan.” Sebuah karya yang mengang-
kat topik kekinian ditinjau dari segi etika kedokteran dan hukum
kesehatan yang sangat penting dipahami bagi terwujudnya
profesionalitas tenaga medis. Penggunaan kecerdasan buatan
dalam tindakan medis pada dasarnya merupakan suatu kenisca-
yaan yang perlu disikapi sebagai suatu tantangan dan peluang
demi kemaslahatan umat manusia. Hanya saja penggunaan
kecerdasan buatan ini acapkali menimbulkan tanda tanya besar
bagi pelayanan kesehatan tentang eksistensi informed consent
itu sendiri di satu sisi dan profesionalitas dokter dalam peng-
gunaan kecerdasan buatan di sisi lain.

Pemahaman akan tanggung jawab tenaga medis dalam
penggunaan kecerdasan buatan menjadi semakin penting ketika
konsep Kesehatan 4.0 mengubah pola interaksi pelayanan kese-
hatan. Semula interaksi dokter dan pasien dilakukan secara tatap
muka dengan berfokus pada upaya pelayanan kesehatan terbaik
demi kesembuhan atau kesehatan pasien. Saat ini penggunaan
teknologi kecerdasan buatan seolah menjadi ‘pihak ketiga' di
antara pasien dan dokter. Perubahan pelayanan kesehatan
dengan konsep Kesehatan 4.0 jelas memerlukan pemahaman
mendasar tentang arah dan tujuan regulasi kesehatan di
Indonesia termasuk di dalamnya konsep dasar tentang pelayanan
kesehatan. Buku ini akan membahas secara rinci terkait eksistensi



regulasi, konsep hak kesehatan dalam pemaknaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kedudukan dan
kewenangan tenaga medis, tenaga kesehatan dan rumah sakit,
esensi dan eksistensi kecerdasan buatan dalam pelayanan
kesehatan, tanggung jawab hukum dilengkapi dengan perspektif
etika kedokteran sehingga pemahaman tanggung jawab lebih
utuh serta ditutup dengan bentuk sanksi yang dapat dikenakan
ketika terjadi pelanggaran.

Buku ini merupakan buku referensi yang digunakan pada
Mata Kuliah Hukum Kesehatan yang disusun berdasarkan pe-
ngembangan dan pemutakhiran Rencana Pembelajaran Semes-
ter (RPS) secara khusus mahasiswa Semester 6 dan 7 Program
Studi Sarjana IImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya
serta Mata Kuliah Bioetika dan Humaniora yang diajarkan sebagai
mata kuliah dasar mahasiswa pada tiap semester yang tersusun
secara spiral dalam kurikulum pendidikan kedokteran maupun
pendidikan profesi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas
Surabaya. Selain sebagai buku referensi ajar bagi mahasiswa
Sarjana (S-1), buku ini juga dapat digunakan bagi referensi bagi
pemahaman konsep dan teori hukum kedokteran/kesehatan
pada mahasiswa Strata 2 (Magister Ilmu Hukum) dan sangat
penting dipahami sebagai rujukan pemahaman bagi praktisi
hukum maupun kedokteran. Penulis mengucapkan terima kasih
kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia yang telah mendukung pembiayaan Hibah
Penelitian Fundamental Anggaran Tahun 2025 sehingga buku
ajar ini dapat hadir sebagai salah satu luaran publikasi dan
mendukung pengembangan pembelajaran. Ucapan terima kasih
pula kami haturkan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Surabaya



beserta tim yang selalu mendukung pelaksanaan penelitian,
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Pimpinan
Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya yang memudahkan
kami untuk dapat berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga
penelitian dan pengerjaan luaran publikasi dapat berjalan lancar.
Akhirnya, kepada Penerbit yang bekerjasama dalam penerbitan
buku ini kami ucapkan terima kasih. Semoga hadirnya buku ini
dapat menjadi ikhtiar kita bersama menghadirkan referensi
nasional yang update dan menjawab persoalan hukum dan etika
dalam penggunaan kecerdasan buatan dalam pelayanan keseha-
tan.

Surabaya, 22 Oktober 2025

Tim Penulis
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Pendahuluan

Tujuan Pembelajaran
Setelah memelajari Bab 1 ini, diharapkan mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan perkembangan dunia medis yang menunjukkan
pentingnya kesehatan dan upaya kesehatan;

2. Menijelaskan regulasi medis dari sisi urgensi dan historis yang
berlaku di Indonesia;

3. Menjelaskan tantangan dunia medis dari 3 isu utama dari
penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intellegence.
Kesehatan menjadi hal yang utama bagi hidup dan kehidupan

manusia. Bagaikan dua sisi mata uang, kesehatan ini menjadi

penentu untuk seseorang dapat hidup sekaligus syarat untuk dia
dapat menjalani kehidupannya. Sebagai suatu penentu dan
syarat hidup dan kehidupan, kesehatan pada kenyataannya tidak
menjadi suatu kondisi yang tetap atau ajeg. Kesehatan bisa
berubah menjadi semakin baik atau justru semakin buruk akibat
berbagai faktor. Demi menjaga kesehatan inilah, pelayanan
kesehatan memiliki peran penting. Sejarah mencatat bahwa
perkembangan pelayanan kesehatan begitu maju. Mulai dari
pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan ramuan
herbal dari alam, pijat atau teknik pengobatan akupuntur dengan
tujuan menyembuhkan orang sakit. Bapak kedokteran,
Hipocrates pun menekankan pentingnya pengamatan langsung



Kesehatan, Tenaga Medis,
Tenaga Kesehatan dan
Rumah Sakit

Tujuan Pembelajaran

Setelah memelajari Bab 2 ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan ruang lingkup kesehatan dalam peraturan
perundang-undangan;

Menjelaskan hakikat kesehatan dari sisi hak asasi manusia;

Menjelaskan perbedaan dan kewenangan yang dimiliki oleh

tenaga medis, tenaga kesehatan dan rumah sakit;

4. Menjelaskan tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh
tenaga medis, tenaga kesehatan dan rumah sakit.

Tolok ukur masyarakat sejahtera dapat dilihat dari beberapa
aspek, salah satunya adalah kesehatan. Masyarakat yang sejah-
tera cenderung memiliki tingkat kesehatan yang baik, baik secara
fisik maupun mental. Hal ini ditunjukkan dengan angka harapan
hidup yang tinggi, angka kematian bayi dan ibu yang rendah,
serta prevalensi penyakit yang terkendali.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, keberadaan
profesional kesehatan memegang peranan sentral. Mereka
adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan
masyarakat, memberikan berbagai upaya kesehatan mulai dari
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Kecerdasan Buatan:
Esensi & Eksistensi

Tujuan Pembelajaran

Setelah memelajari Bab 3 ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan perkembangan penggunaan kecerdasan buatan
dalam teknologi kesehatan;

2. Menjelaskan penggunaan kecerdasan buatan dalam kaitan-
nya dengan otomasi kesehatan;

3. Menjelaskan eksistensi kecerdasan buatan dalam pelayanan
kesehatan;

4. Menjelaskan hubungan antara tenaga medis, tenaga keseha-
tan, rumah sakit dan kecerdasan buatan.

Pada tahun 2025, seluruh dunia termasuk Indonesia telah
memasuki era transformasi, dimana hampir dari segala aspek ke-
hidupan sebagai seorang manusia ditopang oleh teknologi, ter-
masuk sektor kesehatan yang dikenal dengan konsep Kesehatan
4.0. Integrasi teknologi ini secara fundamental mengubah cara
pasien berinteraksi dengan penyedia layanan dan mengelola
kesehatan mereka sendiri. Konsep yang dimaksud ini menggu-
nakan berbagai macam perkembangan teknologi yang sudah ada
dan terus berkembang seperti Internet of Things (1oT), big data,
komputasi awan dan yang saat ini perkembangannya yang paling
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Tanggung Jawab Hukum
Tenaga Medis

Tujuan Pembelajaran

Setelah memelajari Bab 4 ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan urgensi dan ruang lingkup tanggung jawab
hukum;

2. Menjelaskan konsep pertanggungjawaban hukum tenaga
medis secara perdata;

3. Menjelaskan konsep pertanggungjawaban hukum tenaga
medis secara hukum administrasi negara;

4. Menjelaskan konsep pertanggungjawaban hukum tenaga
medis secara hukum pidana;

5. Menjelaskan perbedaan dari tanggung jawab hukum tenaga
medis dari bentuk tanggung jawab hukum perdata, tanggung
jawab hukum administrasi negara dan tanggung jawab
hukum pidana.

Secara terminologi, istilah tanggung jawab hukum terbentuk
dari dua kata, yaitu "tanggung jawab" yang merupakan terjema-
han dari kata Belanda verantwoordeljjkheid, dan "hukum" yang
berasal dari kata Belanda recht atau kata Inggris /aw. Verant-
woordeljjkheid diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung
konsekuensi dari suatu perbuatan. Konsekuensi ini mencakup
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Etika dalam Tindakan Medis Terkait
Penggunaan Kecerdasan Buatan di
Pelayanan Gawat Darurat

Tujuan pembelajaran

Setelah memelajari Bab 5 ini, mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan urgensi etika dalam tindakan medis secara
historis, filosofi dan etika;

2. Menjelaskan konsep dasar etika kedokteran dalam kajian
prinsip respect for autonomy, prinsip beneficence, prinsip
non maleficence, dan prinsip justice,

3. Menjelaskan etika dalam tindakan medis terkait penggunaan
kecerdasan buatan dalam pelayanan gawat darurat;

4. Menjelaskan problematika etika dalam tindakan pelayanan
gawat darurat;

Ibarat kapal ditengah lautan, maka kapal itu hukum sedang-
kan etika itu lautannya. Keduanya memiliki peran yang berbeda
tetapi menentukan sampai tidaknya hukum pada tujuan utama,
pulau keadilan. Begitulah ungkapan Jimmly Ashidigie ketika men-
jelaskan hubungan antara hukum dan etika di tengah masya-
rakat. Pembahasan etika dalam kaitannya dengan kedokteran
ditekankan pada pemahaman bioetika dengan menegaskan 4
prinsip utama, yaitu prinsip respect for autonomy, prinsip benefi-
cence, prinsip non maleficence, dan prinsip justice. Namun
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Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Medis

Tujuan Pembelajaran

Setelah memelajari Bab 6 ini, mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan arti penting dilakukannya mekanisme penye-
lesaian sengketa medis;

2. Menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa medis menu-
rut UU Kesehatan;

3. Menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa medis
menurut UU Praktik Kedokteran;

4. Mekanisme penyelesaian sengketa medis menurut organisasi
profesi.

Kecerdasan buatan masih jauh dari kata sempurna, masih
terdapat cela bagi kecerdasan buatan tersebut untuk melakukan
kekeliruan, sehingga memerlukan peran tenaga medis dan kese-
hatan seperti dokter dan perawat. Namun dokter dan perawat
tidak bisa menjadi penjamin bahwa segala sesuatu aman dan
terhindar dari berbagai masalah. Baik teknologi maupun para
dokter dan perawat ataupun staf rumah sakit lainnya tak luput
dari kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat berujung
dengan munculnya sengketa hukum oleh para pihak yang merasa
bahwa hak dirinya dirugikan saat menggunakan layanan kese-
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Sanksi
Pelanggaran Medis

Tujuan Pembelajaran

Setelah memelajari Bab 7 ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan karakteristik pemberian sanksi dalam hukum
perdata, hukum administrasi dan hukum pidana;
Menjelaskan bentuk dan cara penjatuhan sanksi perdata;
Menjelaskan bentuk dan cara penjatuhan sanksi administrasi;
Menjelaskan bentuk dan cara penjatuhan sanksi pidana
Adanya norma atau hukum tanpa sanksi hanyalah peraturan

tanpa ada daya paksa. Ketiadaan sanksi menjadikan suatu aturan

tidak lebih dari sekadar nasihat etis yang lemah implementasinya
dan rentan untuk diabaikan. Dalam sistem peraturan perundang-
undangan di Indonesia, sanksi dipahami sebagai instrumen
pemaksa yang berfungsi menjamin kepatuhan terhadap norma
hukum, baik dalam rangka melindungi kepentingan publik
maupun menegakkan hak-hak individual, guna mewujudkan cita-
cita hukum. Keberadaan sanksi pada dasarnya dimaksudkan
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GLOSARIUM

Arbitrase adalah model penyelesaian
sengketa yang dilakukan di luar
pengadilan dengan melibatkan
arbiter.

Beneficence adalah salah satu prinsip dasar
etika medis yang menekankan
dokter memberikan pelayanan
medis hanya yang membawa

keuntungan/kebaikan untuk
pasien.
Bioetika adalah ilmu yang memelajari

tentang nilai baik atau buruk suatu
tindakan terkait setiap fase dalam
kehidupan manusia dan
lingkungan sekitar manusia.

Diagnosis adalah rangkaian upaya tenaga
medis untuk mengenali macam
penyakit yang dialami oleh pasien.

Dunia medis adalah tatanan praktik kedokteran
berikut layanan yang diberikan
demi pelayanan kesehatan.
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Double-track System

Etika medis

Etika profesi

False negative

False positif

Farmakologis

Fasilitas kesehatan

Gawat darurat

228

adalah sistem pemidanaan yang
menekankan adanya pendekatan
pemulihan keadaan dari kerugian
yang timbul dengan memberikan
pengenaan  hukuman  berupa
aktivitas atau kondisi tertentu.

adalah cabang dari etika terapan
yang membahas prinsip dan nilai
moral yang harus dipegang oleh
tenaga medis, seperti dokter dan
dokter gigi.

adalah acuan dasar berperilaku
baik sikap maupun tutur kata yang
mencerminkan keluhuran profesi.
adalah anggapan yang buruk atas
data yang sebenarnya baik atau
positif.

adalah anggapan yang terlalu baik
atas data yang sebenarnya belum
tentu baik atau buruk.

adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan cara
berkhasiatnya obat.

adalah sarana dan prasarana yang
digunakan untuk memberikan
pelayanan kesehatan.

adalah kondisi yang mengancam
nyawa atau fungsi vital tubuh.



Hak asasi manusia

Hak atas lingkungan
yang baik dan sehat

Hak atas pelayanan
kesehatan

Hak kesehatan

Hak atas kesehatan

adalah hak mendasar yang dimiliki
manusia sejak ia lahir karena
diberikan melekat pada
kemanusiaanya.

adalah hak ketiga dari pemaknaan
hak kesehatan sebagaimana diatur
dalam Pasal 28H UUDN RI demi
mendukung terwujudnya
kesehatan utuh.

adalah hak kedua dari pemaknaan
hak kesehatan sebagaimaan diatur
dalam Pasal 28H UUDN RI yang
mendukung pencegahan,
pertahanan dan pemulihan
kesehatan yang diperoleh dari
layanan kesehatan tenaga medis
dan tenaga kesehatan.

adalah hak yang terkait erat dengan
esensi hidup manusia untuk ada
dalam hidup dan kehidupan yang
utuh dan dapat produktif secara
ekonomi.

adalah hak pertama dari
pemaknaan hak atas kesehatan
sebagaimana diatur dalam Pasal
28H UUDN RI 1945 yang
menegaskan pentingnya kondisi
sehat dan perlindungannya.
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Ilmu kedokteran

Informed consent

Inspanning
verbitenissen

Justice

Kealpaan

Kecerdasan buatan
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adalah ilmu yang memelajari tubuh
manusia dan penyakit yang
memungkinkan menyerang
manusia demi memelihara dan
memulihkan kesehatan.

adalah persetujuan pasien setelah
menerima informasi lengkap dari
tenaga medis/tenaga kesehatan
mengenai sakit dan cara
pengobatan yang akan dialaminya.

adalah bentuk perikatan/perjanjian
yang menekankan pentingnya
pemenuhan janji dengan
melakukan upaya yang terbaik.
adalah prinsip etika medis yang
berfokus pada keadilan bagi pasien,
termasuk tidak diskriminasi dan
keadilan distributif.

adalah bentuk kesalahan yang
memiliki  ciri  khas  seorang
mengetahui akan terjadinya
sesuatu akan tetapi sebenarnya ia
tidak mengehendaki hal tersebut
terjadi.

adalah serangkaian teknologi yang
ditanamkan pada alat atau
program yang menyerupai
kecerdasan manusia untuk berpikir,
menganalisa, membuat keputusan,
dll.



Kesalahan

Kesengajaan

Kesehatan masyarakat

Konsep kesehatan 4.0

Kredensial

adalah sebuah  asas  yang
mendasari dapat
dipertanggunjawabkannya
seseorang atas tindak pidana.

adalah bentuk kesalahan yang
memiliki ciri khas seorang ini
mengetahui bahwa perbuatan itu
dilarang oleh undang-undang
namun ia tetap menghendaki
perbuatan itu dilakukan.

adalah kondisi ideal dari tubuh dan
lingkungan kelompok manusia
yang menetap dan hidup bersama
dalam produktifitas ekonomi yang
baik.

adalah transformasi sistem
pelayanan kesehatan yang
terintegrasi dengan kecerdasan
buatan melalui pemanfaatan big
data, kecerdasaan buatan, Internet
of things, dan perangkat canggih
lainnya.

adalah proses evaluasi
komprehensif yang dilakukan
rumah sakit terhadap tenaga medis
atau kesehatan.
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Kriminalisasi

Layanan telemidisin

Litigasi

Malapraktik

Mediasi

Negosiasi
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adalah  kebijakan  pemerintah
menetapkan suatu tindakan yang
semula bukan tindakan yang
dilarang dan dikenakan sanksi
pidana menjadi tindakan yang
dilarang dan dikenakan sanksi
pidana.

adalah layanan kesehatan dengan
menyediakan informasi dan
konsultasi kesehatan tanpa tatap
muka secara langsung tetapi
menggunakan teknologi informasi.

adalah proses penyelesaian
permasalahan hukum dengan
menggunakan proses pengadilan.

adalah  profesional misconduct
yang berarti kesalahan yang
dilakukan secara sengaja oleh
profesi.

adalah salah satu pilihan
penyelesaian sengketa alternatif di
luar pengadilan yang dibantu
dengan seorang mediator.

adalah salah satu pilihan
penyelesaian sengketa alternatif di
luar pengadilan dengan
mempertemukan  pihak  yang
bersengketa secara langsung tanpa
ada pihak netral/pengantara.



Non maleficence

Omnibus law

Pelanggaran

Pidana

Pelayanan kesehatan

Pelayanan medis

adalah prisip dasar etika medis
yang menegaskan upaya untuk
menghindari bahaya atau kerugian
dari pelayanan kesehatan yang
dilakukan.

adalah konsep undang-undang
yang mengatur berbagai isu yang
diambil dari berbagai undang-
undang dirangkum menjadi satu
buku undang-undang.

adalah tindakan yang baru dicela
sejak dilarang dalam peraturan
hukum.

adalah nestapa atau kesengsaraan
yang diberikan sebagai hukuman
atas tindak pidana yang dilakukan
sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang dan dijatuhkan
dalam putusan hakim.

adalah bentuk pemberian informasi
dan konsultasi dan tindakan medis
atau non medis untuk mendukung
perwujudan kondisi prima atas fisik
dan mental.

adalah  pemberian  informasi,
konsultasi dan tindakan medis yang
dilakukan oleh dokter atau dokter

gigi.
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Prinsip-prinsip
pemerintahan yang
baik

Rekam medis

Respect for autonomy

Resultaat
verbitenissen

Risiko medis

234

adalah  dasar atau fondasi
ditegakkanya tatanan dan/atau
kebijakan pemerintah untuk dapat
menunjukkan akuntabilitas dan
kredibilitas yang membawa
kesejahteraan masyarakat.

adalah  dokumen pencatatan
tindakan medis atau tindakan
kesehatan yang bersifat rahasia
dari pasien.

adalah prinsip dasar etika medis
yang menegaskan pentingnya
penghormatan atas diri pasien baik
dari sisi hak maupun kepentingan
untuk membuat keputusan atas
tindakan medis yang akan
diterimanya.

adalah bentuk perikatan atau
perjanjian  yang  menekankan
pemenuhan perjanjian dengan
diterimanya atau kesesuaian
produk  atau barang  yang
dijanjikan.

adalah kondisi yang
memungkinkan terjadi dari
tindakan pelayanan kesehatan
terhadap kesehatan pasien.



Sengketa medis

Standar pelayanan

Standar profesi

Tanggungjawab

Tenaga kesehatan

Tenaga medis

Tindak pidana

adalah pertentangan kepentingan
sebagai akibat tidak dipenuhinya
hak dan/atau kewajiban dari salah
satu pihak pada pelayanan medis.

adalah acuan pokok dari
dilakukannya pemberian tindakan
medis atau tindakan kesehatan
yang ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan.

adalah ukuran atau acuan etika
yang diterapkan oleh Konsil profesi
demi mendukung profesionalitas
profesi.

adalah kewajiban atau kewenangan
seseorang dalam melaksanakan
tugas berikut menerima
konsekuensi dari pelaksanaan
kewajiban/kewenangan tersebut.
adalah individu yang memiliki
keahlian dan kompetensi dalam
pemberian layanan kesehatan.
adalah individu yang memiliki
keahlian dan kompetensi dalam
pemberian layanan medis.

adalah tindakan yang dilarang atau
diperintahkan oleh Undang-
undang disertai sanksi pidana bagi
pelanggarnya.
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Tindakan medis

Ubi Societas ubi ius

Vicarious liability
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adalah segala bentuk upaya yang
dilakukan oleh dokter atau dokter
gigi dalam memberikan diagnosis,
pengobatan, perawatan hingga
pencegahan penyakit demi
pemulihan kesehatan.

adalah suatu adagium latin yang
menjelaskan bahwa di dalam suatu
masyarakat akan berlaku hukum
tertentu.

adalah teori pertanggungjawaban
yang meletakkan beban tanggung
jawab berada pada perusahaan
atau korporasi atas
kesalahan/kerugian yang
ditimbulkan bawahannya.



INDEKS

A
Apoteker, 5, 176
Arbitrase, 161, 162, 163, 211, 218, 223

B

Beneficence, 113,117,121, 124, 133, 140, 145, 194, 200, 201
Bidan, 5, 41, 43, 46, 100

Bioetika, ii, 114, 117, 119, 223, 239

D

Diagnosis, 2, 3, 24, 38, 40, 43, 45, 50, 64, 65, 75, 125, 128, 129, 131,
133, 143, 149, 183, 232

Dokter, i, 5, 6, 10, 19, 21, 41, 43, 45, 46, 58, 61, 64, 66, 68, 69, 71,
72,73,74,75,77,78,79, 80, 81, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
102, 105, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127,128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 151, 152, 157, 158, 162,
166, 167, 168, 169, 173, 182, 183, 187, 189, 201, 202, 220, 223,
224, 229, 232, 239

Dunia medis, 1, 3, 5, 7, 20, 22, 61

237



Etika medis, 4, 34, 115, 116, 118, 125, 126, 127, 128, 131, 133, 140,
144, 223, 226, 229, 230

Etika profesi, 6, 138, 148, 171, 200

F
False Negative, 67

False positive, 66, 67

Fasilitas kesehatan, 5, 46, 47, 101, 164

Fisioterapis, 5

G

Gawat darurat, 46, 50, 68, 75, 81, 82, 113, 124, 127, 130, 135, 145,
202

H

Hak, ii, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 43, 54, 86, 90, 98, 101, 116, 117, 118, 120, 135, 147,
148, 164, 166, 167, 168, 175, 177, 181, 183, 184, 185, 189, 191,
192, 195, 225, 230, 231

Hak asasi manusia, 15, 16, 23, 24, 26, 54

Hak atas kesehatan, 12, 24, 32, 225

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, 27, 28, 225

Hak atas pelayanan kesehatan, 17, 28

Hindia Belanda, 10, 11, 12, 218

Hukum administrasi, 85, 90, 99, 102, 103, 104, 106, 111, 181, 194

238



Hukum pidana, 85, 90, 107, 108, 109, 111, 112, 139, 181, 196

I

Informed consent i, 117, 120, 124, 131, 141, 167
Internet of Things, 55, 58, 218, 219

Izin, 43, 54, 101, 104, 105, 106, 107, 131, 194, 212

J

Justice, 113,117,123, 124, 131, 135, 140, 165

K
Kerajaan, 8, 9, 22

Kesalahan, 64, 68, 74, 87, 88, 95, 96, 97, 100, 103, 107, 110, 112,
129, 131, 134, 136, 144, 147, 148, 149, 150, 155, 157, 183, 188,
226, 227, 228, 232

Kesehatan masyarakat, 4, 5, 13, 14, 38, 47, 48, 99, 166, 167

Kewajiban, 16, 17, 30, 31, 32, 34, 35, 50, 51, 85, 90, 91, 93, 95, 100,
101, 102, 104, 105, 106, 107, 116, 118, 120, 121, 123, 183, 184,
191, 231

Kewenangan, ii, 18, 23, 24, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 102, 105,
107,136, 152, 153, 193, 201, 231

Kode etik, 18, 94, 101, 115, 116, 140, 173, 178
Konsiliasi, 160, 161

Kredensial, 42, 44, 221, 227

Kuratif, 15, 47, 49, 166

239



L

Litigasi, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 170, 171,
177

M
Malpraktik, 96, 98, 103, 104, 107, 139, 148, 182, 189, 221
Mediasi, 150, 151, 159, 160, 161, 164, 168, 170, 171, 178

N
Negosiasi, 157, 158, 228
Non-maleficence, 117, 122, 123, 124, 131, 133, 140

(o)

Organisasi profesi, 7, 90, 138, 143, 147, 168, 169, 170, 171, 173,
177,179, 200

Otomasi, 20, 55, 57, 80, 83

P

Pasien, i, 5, 6, 19, 20, 21, 30, 31, 37, 38, 43, 49, 50, 55, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 72,73, 74,75,76,77,79, 80, 81, 83, 90,
91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 104, 107, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 150, 151, 153,
156, 157, 158, 160, 162, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 174, 177,
183, 186, 187, 188, 189, 195, 200, 202, 206, 223, 226, 230

240



Pelanggaran, ii, 26, 86, 89, 103, 104, 105, 106, 107, 116, 131, 138,
139, 140, 141, 144, 148, 152, 154, 169, 173, 174, 182, 190, 196,
201, 202

Pelayanan kesehatan, i, 1, 2,5, 7,11, 12, 14,15, 16, 17, 19, 20, 21,
22,23,27,28,29, 31,33,36, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 57, 64,
65, 71, 80, 83, 92, 93, 94, 100, 106, 117, 131, 132, 135, 148, 178,
188, 196, 223, 224, 225, 227, 229, 230

Pelayanan medis, 6, 21, 22, 48, 94, 102, 116, 117, 123, 124, 135,
138, 143, 145, 166, 223, 231

Perawat, 5, 41, 43, 45, 46, 64, 71, 72, 75, 81, 82, 99, 147, 148, 151,
157,158,162, 174,179, 182, 183, 187, 189, 202

Pidana, 91, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 139, 167,
168, 181, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 208, 227, 228, 229, 231

Privasi, 19, 44, 135, 143, 158

R

Regulasi, i, 1, 8,10, 11,13, 14,15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 30, 65, 100,
106, 148, 149, 165, 166, 178

Respect for autonomy, 113, 120, 133, 140, 145

Risiko medis, 124, 149

Rumah sakit, ii, 5, 23, 37, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55,57, 62, 64,65,70,71,72,73,74,75, 76, 80, 81, 83, 92, 93, 94,
95, 96, 98, 100, 104, 123, 130, 144, 145, 147, 148, 153, 183, 187,
198, 199, 200, 212, 227

241



S

Sanksi, ii, 86, 89, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 132, 139, 140, 173,
177,181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197,199, 200, 201, 202, 203, 228, 231

Sengketa medis, 98, 147, 149, 150, 157, 159, 160, 171, 178
Spektrum, 49, 68, 80, 135

Standar pelayanan, 21, 101

Standar profesi, 41, 47,92, 95, 101, 107, 164, 166, 168
Surat Ijin Praktik, 18

Surat Tanda Registrasi, 18, 102, 201

T

Tanggungjawab, 88, 89, 97, 231

Tenaga medis, i, 7, 19, 20, 21, 23, 31, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 54, 55,
61, 80, 82, 83, 85, 90, 92, 94, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 106, 121,
122,123, 124, 133, 143, 147, 148, 150, 152, 153, 156, 157, 159,
160, 164, 165, 167, 168, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 193,
194, 195, 200, 201, 223, 224, 225, 226, 227

Tindak pidana, 107, 108, 109, 111, 192, 193

Tindakan, i, 9, 19, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 50, 70, 75, 78, 81, 86,
89, 90, 94, 95, 96, 98, 99, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114,
115, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 141, 153, 164, 166,
167, 168, 169, 172, 182, 185, 189, 196, 197, 198, 199, 200,202,
223, 228, 229, 230, 231

Triase, 75

242



Vv
Vicarious Liability, 88, 97

243



PROFIL PENULIS

Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H. lahir di
Magelang, 28 Mei 1983, menyelesaikan Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas
: Airlangga Surabaya tahun 2005, Magister
Hukum di Program Pascasarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun
2009, dan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Saat ini berprofesi sebagai
dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada
Laboratorium Hukum Pidana, mengampu mata kuliah: Kapita
Selekta Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Kejahatan Korporasi,
Hukum Pidana, Hukum Kesehatan, dan Hukum Forensik. Penulis
aktif dalam menulis jurnal, buku ajar, buku referensi, meneliti,
dan menjadi narasumber forum ilmiah, baik yang bersifat
nasional maupun internasional. Banyak karya penulis yang telah
diterbitkan dalam Jurnal Nasional terakreditasi maupun
Internasional bereputasi terindeks Scopus. Penulis juga penerima
Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2012, Hibah Penelitian Disertasi
Doktor 2017, dan Hibah Penelitian KEMENRISKTEKDIKTI BIMA
2025. Emaill korespondensi: hw_christianto@staff.ubaya.ac.id

244



dr. Ervin Dyah Ayu Masita Dewi, M.Sc.
(Bioethics) adalah seorang dokter yang lulus
dari  Fakultas Kedokteran Universitas
Airlangga tahun 2007, lalu melanjutkan
jenjang S2 di bidang Bioetika dan
Humaniora di Magister Bioetika Sekolah
. Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada
tahun 2018 Penulis menaruh minat dan perhatian yang besar
terhadap bidang Bioetika dan Humaniora terutama Etika
Kedokteran. Saat ini penulis berprofesi sebagai dosen tetap
Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Penulis adalah
seorang pegiat Bioetika dan Humaniora yang juga merupakan
anggota Indonesia Bioethics Forum. Penulis telah melakukan
banyak penelitian, aktif menulis banyak artikel jurnal nasional
terakreditasi maupun internasional bereputasi terondeks Scopus,
aktif menulis buku ajar, buku popular ilmiah, maupun artikel di
media cetak, aktif sebagai narasumber dan trainer berbagai

seminar kedokteran, seminar kesehatan awam, maupun
pelatihan Bioetika bagi tenaga kesehatan. Penulis penerima
Hibah Penelitian KEMENRISKTEKDIKTI BIMA 2025.

245



Daniel Nikolaus Bakti, mahasiswa
Fakultas Hukum angkatan (2022). Saat ini
sedang menempuh studi sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
Dalam studinya, penulis mengambil
program jurusan Ilmu Pidana dan aktif
mengikuti  kepanitiaan serta dalam
kesehariannya menjadi guru les untuk anak

tingkatan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama.

Prameswari Tiara, seorang mahasiswi
Fakultas Hukum angkatan (2024). Lahir di
Surabaya, 6 September 2006. Tertanggal
dibuatnya buku ajar ini, penulis sedang
menempuh studi sarjana pada Fakultas
Hukum Universitas Surabaya. Dalam
menjalani masa studi, banyak mengikuti

dan memberikan kontribusi dalam kepanitiaan dalam universitas

hingga komunitas lepas masyarakat. Ketertarikan pada hal

kemasyarakatan dan kemanusiaan menjadi motivasi penggerak
untuk mengabdi pada sesama.

246



